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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pengadaan sarana pendidikan merupakan salah satu upaya untuk 

memenuhi tuntutan kemajuan teknologi dan informasi. Sarana pendidikan 

memiliki fungsi yang cukup besar untuk menyukseskan proses belajar 

mengajar. Sarana pendidikan yang banyak dibutuhkan saat ini adalah media 

pendidikan. Menurut Arikunto dan Yuliana (2009:274) media pendidikan 

adalah sarana yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar 

mengajar. Selain itu, media pendidikan juga merupakan sarana yang digunakan 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan.  

Media yang umumnya dibutuhkan oleh sekolah adalah media audio-

visual yang terdapat pada laboratorium bahasa berbasis komputer atau berbasis 

multimedia serta terdiri dari hardware dan sofware. Namun, untuk pengadaan 

sarana tersebut diperlukan dana yang cukup besar dari pihak penyelenggara 

pendidikan. Pendanaan untuk media/alat biasanya diusahakan oleh pihak 

sekolah melalui BP3 dan dana rutin. Akan tetapi dana tersebut belum dapat 

mencukupi untuk pengadaan peralatan labaratorium bahasa, sebagian besar 

dana hanya bisa diusahakan melalui permohonan bantuan ke kantor wilayah 

(pemerintah). 

Sebagai upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan, pemerintah 

pusat telah menyiapkan dana pendidikan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Bidang Pendidikan untuk memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga 
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pendidikan formal khususnya sekolah dasar dalam rangka meningkatkan mutu 

dan kualitas peserta didik. Sesuai dengan Permendiknas RI No. 5 Tahun 2010  

Pasal 3 menyatakan bahwa “DAK Bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 

diarahkan untuk pembangunan ruang/gedung perpustakaan SD/SDLB dan 

SMP, pengadaan meubelair perpustakaan SD/SDLB dan SMP, penyediaan 

sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan SD/SDLB dan SMP, 

pembangunaan ruang kelas baru (RKB) SMP, dan rehabilitasi ruang kelas 

(RRK) SMP.”  

Namun, tujuan pemerintah untuk memperkaya wawasan dan kualitas 

peserta didik (murid) serta memperlancar proses belajar-mengajar dengan 

memberikan berbagai bantuan yang tertuang dalam DAK Bidang Pendidikan 

pada tahun anggaran 2010 ternyata berbuahkan berbagai permasalahan bagi 

sekolah di daerah-daerah penerima (Saputra-Ketua LSM GPRK, 12/08/2012, 

www.kompasiana.com). Timbulnya berbagai masalah tersebut berkaitan 

dengan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran DAK 

Bidang Pendidikan tersebut. Akuntabilitas sektor publik berarti bahwa 

lembaga-lembaga publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, harus 

memberikan penjelasan kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas atas aktivitas 

yang dilakukan sebagai konsekuensi dari amanat yang diembannya 

(Mardiasmo, 2002:232).  

Masalah-masalah yang terkait dengan pengalokasian DAK Bidang 

Pendidikan mengharuskan adanya evaluasi dan analisis kinerja untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap 
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pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pengalokasian DAK untuk program 

pendidikan merupakan kebijakan pemerintah yang perlu diketahui oleh 

masyarakat luas, sebab dana yang digunakan tidak hanya bersumber dari 

APBN. Berdasarkan Permendiknas RI no. 19 Tahun 2010 menegaskan bahwa 

setiap kabupaten/kota penerima DAK Bidang Pendidikan wajib menyediakan 

dana pendamping dari APBD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari 

alokasi dana yang diterima. Untuk mengetahui penggunaan sumber keuangan 

pemerintah pusat dan daerah tersebut diperlukan suatu analisis terhadap kinerja 

baik finansial maupun non-finansial.  

Analisis kinerja khususnya pada organisasi publik dapat dilakukan 

dengan menggunakan indikator pengukuran kinerja. Menurut Mahsun (2011) 

pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk 

mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, 

sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.  Pelaporan 

akuntabilitas berupa laporan kinerja dalam sektor publik mengacu pada 

Peraturan Pemerintah RI No. 8 Pasal 17 ayat (1) tahun 2006. Laporan Kinerja 

harus berisi ringkasan tentang keluaran/hasil dari masing-masing 

kegiatan/program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan 

APBN/APBD.  

Konsep pengukuran kinerja pemerintah dimulai dari pengukuran 

terhadap tingkat kehematan (ekonomi) dan tingkat kepatuhan terhadap 

peraturan yang berlaku dalam kegiatan pemerolehan (procurement) input, 
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dilanjutkan dengan tingkat efisiensi dalam proses pengolahan input menjadi 

output dan diakhiri dengan pengukuran tingkat efektivitas output terhadap 

outcome yang merupakan program/kegiatan yang sudah ditetapkan (Rai, 

2008:19). Salah satu analisis kinerja pemerintah dapat dilakukan dengan 

menerapkan konsep Value for Money. Value for Money  merupakan inti dari 

pengukuran kinerja pemerintah yang harus diukur dari sisi input, output dan 

outcome. 

Nugrahani (2007) menguji penilaian kinerja finansial Pemda DIY dengan 

menggunakan konsep Value for Money.  Hasil studinya menunjukkan kinerja 

keuangan Pemda DIY cukup ekonomis, dan efisien, tetapi kurang efektif. 

Value for Money didasarkan pada tiga elemen dasar yaitu ekonomis, efisiensi, 

dan efektivitas. Ekonomis berarti berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan 

sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. 

Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat 

menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa 

penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan 

kepentingan publik (Anggadini, 2009). 

Pengukuran kinerja dalam konteks Pengalokasian DAK Bidang 

Pendidikan untuk program pengadaan laboratorium bahasa SMP di Kabupaten 

Sleman juga dapat diukur dengan konsep Value for Money yang meliputi tiga 

elemen penilaian yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Ekonomis berkaitan 

dengan pemilihan supplier dengan penawaran harga terendah sesuai dengan 

kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan. Efisiensi berarti bahwa 
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penggunaan dana yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan tersebut dapat 

menghasilkan output yang maksimal. Efektivitas berarti bahwa penggunaan 

anggaran/pengelolaan pengadaan tersebut harus mencapai target yang 

ditetapkan dan diinginkan untuk kepentingan publik (pengguna laboratorium 

bahasa). Pengukuran kinerja berdasarkan konsep Value for Money ini 

dilakukan sebagai upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan Pengalokasian 

DAK Bidang Pendidikan untuk program pengadaan laboratorium bahasa dan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. 

Penelitian mengenai analisis kinerja sektor publik dengan menggunakan 

konsep Value for Money telah banyak dilakukan sebelumnya. Nugrahani 

(2007) melakukan penelitian tentang analisis penerapan konsep value for 

money pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ramandey (2007) 

melakukan studi mengenai kemungkinan implementasi konsep Value for 

Money Audit sebagai perluasan pemeriksaan keuangan dan kepatuhan pada 

Pemerintah Kota Yogyakarta. Anggadini (2009) menguji pengaruh Value for 

Money terhadap kualitas pelayanan publik. Syamsurizal (2009) melakukan 

analisis Value for Money terhadap anggaran berbasis kinerja pada Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Padang. Kardinal (2011) menguji  

pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap penilaian atas 

kinerja konsep Value for Money di instansi pemerintah kota Cirebon. 

Kurrohman (2012) meneliti tentang evaluasi penganggaran berbasis kinerja 

melalui kinerja keuangan yang berbasis Value for Money di Jawa Timur. 
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Namun dari beberapa penelitian tersebut belum ada yang meneliti 

mengenai penerapan konsep Value for Money pada bidang pengadaan 

laboratorium bahasa yang menggunakan dana dari DAK Bidang Pendidikan di 

Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berminat untuk 

meneliti dengan judul “ANALISIS VALUE FOR MONEY PADA 

PENGADAAN LABORATORIUM BAHASA SMP DI KABUPATEN 

SLEMAN (Studi Kasus Pada Pengalokasian DAK Bidang Pendidikan)”. 

 
B.  Identifikasi Masalah 

Pengukuran kinerja dengan menerapkan konsep Value for Money 

meliputi tiga elemen penilaian yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.  

Pencapaian tingkat ekonomis DAK Bidang Pendidikan untuk program 

pengadaaan laboratorium bahasa didasarkan pada pemilihan supplier dengan 

harga penawaran terendah. Akan tetapi pemilihan supplier berdasarkan harga 

terendah tidak menjamin penggunaan peralatan akan sesuai dengan kualitas 

dan kuantitas yang diharapkan.  

Hal ini akan menjadi salah satu indikator yang menentukan pencapaian 

tingkat efisiensi dari pelaksanaan program tersebut. Jika peralatan yang 

digunakan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan maka output 

menjadi kurang maksimal. Efisiensi dapat dicapai apabila penggunaan dana 

yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan tersebut mampu menghasilkan 

output yang maksimal.  

Tingkat efektivitas dapat dipicu oleh pelaksanaan program yang 

ekonomis dan efisien, yang berarti bahwa penggunaan DAK Bidang 
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Pendidikan untuk pengadaan tersebut mampu mencapai target yang 

ditetapkan dan diharapkan untuk kepentingan publik (pihak sekolah).  

Studi ini akan menganalisis tingkat pencapaian ekonomis, efisiensi dan 

efektivitas atas pelaksanaan program pengadaan laboratorium bahasa SMP 

baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Sleman yang dananya bersumber 

dari DAK Bidang Pendidikan sisa anggaran 2010 dan 2011, serta anggaran 

2012 yang direalisasikan pada tahun 2012.  

 
C. Pembatasan Masalah 

Untuk menjaga agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas dan 

pembahasan lebih mengacu pada masalah yang diteliti, maka permasalahan 

dalam  penelitian ini dibatasi sebagai berikut : 

1. DAK Bidang Pendidikan yang diteliti hanya DAK yang dialokasikan 

untuk pengadaan laboratorium bahasa SMP dengan menggunakan sisa 

anggaran tahun 2010 dan 2011, serta anggaran dana tahun 2012 yang 

direalisasikan tahun 2012.  

2. Analisis Value For Money hanya menggunakan perhitungan ekonomis, 

efisiensi dan efektivitas.  

3. Ekonomis dinilai dari harga pembelian peralatan laboratorium bahasa oleh 

Dinas Pendidikan kabupaten Sleman dengan menggunakan anggaran DAK 

Bidang Pendidikan.  

4. Efisiensi dinilai dari realisasi alokasi DAK Bidang Pendidikan yang 

diterima Dinas Pendidikan kabupaten Sleman untuk pengadaan 

laboratorium bahasa.  
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5. Efektivitas diukur dari dua sisi, yang pertama pihak pelaksana yaitu Dinas 

Pendidikan kabupaten Sleman dan kedua adalah pihak pengguna 

laboratorium bahasa, dalam hal ini sekolah yang dipilih adalah SMP 

Negeri I Minggir dan SMP Sultan Agung Seyegan. 

6. Efektivitas pihak pelaksana diukur berdasarkan realisasi jumlah sekolah 

penerima pengadaan laboratorium bahasa dibandingkan dengan jumlah 

sekolah yang ditargetkan. Sedangkan efektivitas untuk pihak pengguna 

diukur berdasarkan manfaat yang didapatkan dibandingkan dengan target 

manfaat yang diharapkan.  

 
D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat ekonomis dari pengalokasian DAK Bidang Pendidikan 

untuk pengadaan laboratorium bahasa SMP di Kabupaten Sleman? 

2. Bagaimana tingkat efisiensi dari  pengalokasian DAK Bidang Pendidikan 

untuk pengadaan laboratorium bahasa SMP di Kabupaten Sleman? 

3. Bagaimana tingkat efektivitas dari pengalokasian DAK Bidang Pendidikan 

untuk pengadaan laboratorium bahasa SMP di Kabupaten Sleman? 

 
E.  Tujuan penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ekonomis, 

efisiensi, dan efektivitas dari pengalokasian DAK Bidang Pendidikan untuk 

program pengadaan laboratorium bahasa SMP di Kabupaten Sleman. 
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F.   Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan peranan DAK Bidang 

Pendidikan untuk pengadaan laboratorium bahasa bagi kemajuan 

pendidikan dengan menggunakan konsep Value For Money, yang diukur 

berdasarkan ekonomis, efisiensi dan efektivitas.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan bagi pihak sekolah dan pemerintah daerah khususnya Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dalam usahanya 

meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dengan mengunakan konsep 

Value For Money berdasarkan ekonomis, efisiensi dan efektivitas.  

3. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak akademisi maupun pihak 

lainnya dalam melakukan penelitian yang sejenis.  

 




